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Abstrak: Karakteristik Dewan Pengawas sebagai Determinan Kinerja
Sosial Bank Syariah. Penelitian ini mencoba untuk menguji sejumlah
karakteristik dewan pengawas dan pengaruhnya pada aspek kinerja so-
sial bank Syariah di Indonesia. Analisis regresi model random effect dipi-
lih sebagai metode dengan Bank Umum Syariah 2012-2017 sebagai sam-
pel. Penelitian ini menemukan bahwa keahlian keuangan dan frekuensi
rapat mampu memacu kinerja sosial bank syariah. Hal ini terjadi karena
kompetensi wajib dewan pengawas adalah bidang keuangan. Selain itu,
indikasi koordinasi dan pengawasan kerja diukur dari intensitas rapat.
Oleh karena itu, bank syariah perlu memperhatikan kompetensi dan
kapabilitas perekrutan dewan pengawas.

Abstract: Supervisory Board Characteristics as Social Performance
Determinants in Islamic Banks. This study tries to examine several
characteristics of the supervisory board and its influence on aspects of the
social performance of Islamic banks in Indonesia. The random-effects mo-
del regression analysis is chosen as a method with the Islamic Commercial
Bank 2012-2017 as a sample. This study finds that financial expertise and
meeting frequency can spur social performance. These happen because the
necessary competence of the supervisory board is in the financial sector.
Also, indications for coordination and supervision are measured by meet-
ing intensity. Therefore, Islamic banks must focus on the competence and
capability of recruiting supervisory boards.

Mengutip ini sebagai: Dewindaru, D., Saleh, S., & Muhammad, R. (2019). Karakteristik Dewan Peng-

awas Sebagai Kinerja Sosial Bank. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(3), 468-481. https://doi.

org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.27

Tanggung jawab sosial didefinisikan
AAOIFI (2012) sebagai aktivitas yang di-
jalankan oleh lembaga keuangan Syariah un-
tuk menunaikan kewajiban religi, ekonomi,
hukum, etis, sebagai individu, dan institusi.
Implementasi CSR adalah pelaksanaan tak-
wa dan kewajiban moral untuk mencapai
falah. Tanggung jawab sosial dalam perspek-
tif syariat diakomodasi dengan teori maga-
sid Syariah mengedepankan aspek keadilan
dan manfaat maslahah. Patokan kesesuaian
pada Syariah adalah jika tujuan akhir dari

segala bentuk kegiatan menjamin keadilan
dan kemanfaatan untuk semua (bank Sya-
riah, deposan, masyarakat umum). Ada-
pun pendapat Aribi, Arun, & Gao (2019)
menyatakan bahwa pengukuran tanggung
jawab sosial untuk bank Syariah berdasar-
kan kerangka magqasid Syariah, yaitu bah-
wa bisnis Syariah harus memengaruhi ke-
sejahteraan komunitas Islam, membantu
umat Islam memenuhi kewajiban agama,
mengutamakan prinsip keadilan bagi semua
pihak, dan kinerja sosialnya mendidik ko-
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munitas Islam. Kemudian diimplementa-
sikan dengan penerapan Islamic Corporate
Governance (ICG) wuntuk meningkatkan
fungsi bisnis sekaligus fungsi sosial demi
mendapatkan legitimasi dan membangun
kepercayaan masyarakat. Namun, faktanya
bank Syariah nasional dalam pelaksanaan
kepedulian sosial dan pelaporannya dipan-
dang kurang dan minim ketimbang kinerja
sosial lembaga keuangan konvensional yang
bahkan tidak mengamalkan tata kelola pe-
rusahaan Syariah. Aribi & Gao (2012) ber-
argumentasi bahwa skor penilaian kinerja
sosial bisnis keuangan konvensional lebih
unggul ketimbang lembaga bisnis Syariah.
Sementara itu, Noordin & Kassim (2019)
mengungkap fakta jika Malaysia lebih tinggi
tingkat kinerja sosialnya. Othman & Thani
(2012) mengungkapkan minimnya tingkat
Islamic Social Reporting (ISR) dalam laporan
perusahaan Syariah. Temuan-temuan ini
menjadi indikasi fungsi sosial bank-bank
Syariah nasional yang belum dilaksanakan
dengan baik.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sendiri
adalah bagian dari mekanisme sistem Islamic
Corporate Governance dan merupakan salah
satu karakteristik khas dari ICG (Ajili & Bou-
ri, 2018a). DPS di Indonesia adalah bagian
dari DSN-MUI yang bekerja pada internal
di dalam bank Syariah. Akguc & Rahahleh
(2018) menjelaskan bahwa DPS sebagai ba-
gian dari mekanisme internal Islamic Go-
vernance Framework bersama dengan organ
internal Syariah review area tugasnya me-
liputi kewenangan penerbitan fatwa dalam
sertifikasi dan legalisasi intrumen produk
keuangan (ex-ante Shariah audit), verifikasi
kesesuaian fatwa dengan transaksi keuang-
an (ex-post Shariah audit), menghitung dan
membayar zakat korporasi, menghilangkan
pendapatan non-halal, serta memberikan
masukan pada proporsi alokasi dan distri-
busi pendapatan atau biaya untuk porsi pe-
megang saham dan investment account hold-
ers. Dalam sudut pandang sosial eksistensi
pada bank Syariah dapat meningkatkan le-
gitimasi institusi bank Syariah di mata ma-
syarakat. DPS dianggap efektif ketika DPS
mampu meningkatkan legitimasi Syariah
bank Syariah. Adapun Bukhari, Awan, &
Ahmed (2013) dan Firdausi & Sulung (2019)
memaparkan metode pendekatan sumber
(resource approach) yang menghubungkan
efektivitas organisasi dengan faktor input
personal atau kualitas, kriteria, dan karak-
teristik personal anggota organisasi sebagai

alternatif cara pengukuran efektivitas kiner-
ja suatu organisasi. Hal itu senada dengan
pendapat Verriest, Gaeremynck, & Thornton
(2013) yang menyatakan bahwa efektivitas
kinerja DPS diukur dengan indeks agregat
yang disusun berdasarkan karakteristik
DPS. Ajili & Bouri (2018b) menjelaskan bah-
wa DPS dengan kualitas karakteristik ting-
gi mendorong bank Syariah mematuhi per-
syaratan pengungkapan akuntansi untuk
memberi informasi kepada para pemangku
kepentingan mengenai situasi nyata bank.
Akguc & Rahahleh (2018) serta Alsartawi
(2019) menyatakan bahwa di antara bebera-
pa faktor yang berkaitan pada karakteristik
DPS mungkin mempengaruhi efektivitas ki-
nerja DPS dan lebih lanjut juga berpengaruh
pada pelaporan tanggung jawab sosial pe-
rusahaan, adalah faktor ukuran DPS, inde-
pensi DPS, kualifikasi pendidikan dan peng-
alaman, multijabatan, dan informasi yang
dilaporkan.

Di sisi lain diungkapkan adanya per-
masalahan terkait kinerja dan karakteristik
DPS, di mana eksistensi DPS sebagai organ
yang dianggap mengemban tanggung jawab
Syariah termasuk aspek sosial-religius di-
pandang hanya bersifat seremonial dan be-
lum bekerja maksimal. Nawaz (2019) dan
Safiullah & Shamsuddin (2019) menyatakan
bahwa bank Syariah membentuk DPS hanya
sebagai usaha untuk mendapatkan legitima-
si kesyariahan dari pemangku kepentingan
eksternal. Selain itu, masih ditemukan ba-
nyak permasalahan internal dalam mana-
jemen DPS yang sering dikritisi. Kualifikasi
karakteristik anggota DPS juga dipandang
sangat tinggi sehingga untuk menemu-
kan DPS yang mampu memiliki kualifikasi
tersebut tidak mudah. Al-Mannai & Ahmed
(2019) dan Nomran & Haron (2019) menya-
takan tidak tersedianya sumber daya ma-
nusia DPS yang memadai tidak mendukung
perkembangan lembaga keuangan Syariah
nasional. Oleh karena itu, DPS selayaknya
memperluas pengetahuan dan pengalaman
dalam bidang keuangan dan hukum komer-
sial. Minimnya aktivitas kinerja dan alokasi
waktu yang diberikan DPS juga menjadi so-
rotan berikutnya. Grassa (2015) menambah-
kan bahwa DPS dipandang perlu mening-
katkan kemampuan, keterampilan, dan
komitmen waktu dalam pengawasan kesya-
riahan. Keberadaan DPS pada suatu entitas
usaha Syariah seharusnya dapat membe-
rikan dampak positif terhadap segala aspek
yang berhubungan dengannnya baik secara
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langsung seperti aspek kepatuhan Syariah
dan kinerja sosial maupun terhadap aspek
tidak langsung seperti aspek kinerja bank
Syariah tersebut. Penelitian ini membahas
pengaruh antara peran institusi DPS dan
kaitannya terhadap kinerja sosial perbank-
an Syariah. Kebanyakan penelitian menguji
pengaruh kinerja karakteristik DPS terha-
dap performa keuangan (profitabilitas) bank
Syariah dan belum meneliti pengaruhnya
terhadap performa sosial. Penelitian ini akan
mengupas efektivitas karakteristik input
DPS dan pengaruhnya terhadap kinerja so-
sial perbankan Syariah.

METODE

Kerangka penelitian terdiri dari dua as-
pek. Pertama, pengukuran efektivitas karak-
teristik DPS. Kedua, pengujian pengaruh
efektivitas kinerja DPS terhadap kinerja so-
sial bank Syariah. Adapun penjelasan lebih
rinci dapat dilihat pada Gambar 1.

Dalam mengukur efektivitas karakte-
ristik DPS digunakan SSB-Score atau Indeks
DPS yang terdiri dari karakteristik agregat
DPS yang merujuk pada penelitian Ajili &
Bouri (2018a) dan Farook, Hassan, & Lanis
(2011) yaitu jumlah anggota DPS, multija-
batan, kualifikasi keahlian keuangan, kua-
lifikasi pendidikan doktoral, dan frekuensi
rapat. Pada bidang pengukuran SSB-Score,

kebanyakan peneliti menggunakan pe-
nilaian variabel dumi (dummy) untuk meng-
ukur komponen karakteristik DPS, sedang-
kan penilaian komponen karakteristik DPS
penelitian ini menggunakan metode ranking.
Alasan penggunaan metode ranking adalah
untuk mendapatkan hasil penilaian pene-
litian karakteristik yang lebih terperinci,
detail, dan mendalam pada setiap kriteria
komponen karakteristik DPS. Adapun dasar
penentuan ranking pada tiap rasio keuang-
an ditetapkan dengan beberapa sumber re-
ferensi yang diperinci pada Tabel 1. Kelima
karakteristik DPS ini kemudian menjadi
variabel independen pada penelitian ini.
Variabel independen pertama adalah
ukuran Dewan Pengawas Syariah atau jum-
lah anggota DPS yang menurut Akguc &
Rahahleh (2018) dan Alsartawi (2019) me-
rupakan salah satu karakteristik DPS yang
berpengaruh positif pada pelaporan kinerja
sosial perusahaan. Penentuan karakteristik
DPS ideal ditentukan dengan merujuk pada
Otoritas Jasa Keuangan (2014) bahwa seku-
rangnya jumlah anggota DPS adalah 2 orang
dan tidak melebihi setengah jumlah direk-
si. Penelitian ini juga mempertimbangkan
pendapat Al-Abbad, Hassan, & Saba (2019)
dan Rizaldy & Ahmed (2019) bahwa dewan
dengan anggota yang lebih banyak akan
memperkecil timbulnya asimetri informasi

Masalah - 1. DPS bank.Syariah nasional belum bekerja der}gaq efek.tif.
2. Eksistensi DPS belum dapat meningkatkan kinerja sosial
| bank Syariah
I
| ) 3
|
l Perumusan Karakteristik Agregat DPS untuk pengukuran dan pengujian :
Teori - 1. Jumlah Anggota DPS 4. Kualifikasi Keahlian Keuangan
I 2. Multijabatan DPS 5. Frekuensi Rapat DPS
| 3. Kualifikasi Pendidikan Doktoral
| T T
! Pengukuran efektivitas karakteristik Pengujian pengaruh karakteristik
Metode » DPS dengan metode DPS terhadap 5 rasio keuangan
skoring/rangking. Metode rangking sosial; yaitu rasio bagi hasil, rasio
digunakan untuk memberikan hasil gardh hasan, rasio zakat, rasio
penilaian penelitian karakteristik kontribusi untuk mudharib, dan
yang lebih terperinci, detail, dan rasio pengembangan SDM
mendalam (Tabel 1).

T

Analisis data panel (panel pooled
data) dengan model random effect.

Gambar 1. Kerangka Penelitian



471 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 10, Nomor 3, Desember 2019, Him 468-481

Tabel 1. Pengukuran Karakteristik DPS (Variabel Independen)

No Karakteristik Skor Sumber Referensi
1 Jumlah anggota DPS 1. AAOIFT (2012).
1 orang DPS 1 2. Al-Abbad, Hassan, &
2 orang DPS 2 gagio(fl?;sg Basa Keuangan
3 orang DPS 3 (2014).
> 4 orang DPS 4 4. Rizaldy & Ahmed (2019)
2 Multijabatan anggota DPS 1. Otoritas Jasa Keuangan
Penilaian personal multijabatan skor 1-2 1 (2014)
Penilaian personal multijabatan skor 3-4 2
Penilaian personal multijabatan skor 5-6 3
Penilaian personal multijabatan skor > 6 4
3  Anggota DPS dari kalangan ahli keuangan 1. AAOIFI (2012).
0 orang memiliki kualifikasi keahlian keuangan 1 2. Alsartawi (2019).
1 orang memiliki kualifikasi keahlian keuangan 2
2 orang memiliki kualifikasi keahlian keuangan 3
3 orang memiliki kualifikasi keahlian keuangan 4
4 Anggota DPS dengan pendidikan doktoral 1. Farag, Mallin, & Ow-
0 orang memiliki kualifikasi pendidikan doktoral 1 Yong (2018). .
1 orang memiliki kualifikasi pendidikan doktoral 2 (22' Oljalr)“k’ Hassan, & Lanis
2 orang memiliki kualifikasi pendidikan doktoral 3
3 orang memiliki kualifikasi pendidikan doktoral 4
S  Frekuensi pertemuan/rapat anggota 1. Otoritas Jasa Keuangan
< 10 kali setahun 1 (2014)
11-15 kali setahun 2
16-20 kali setahun 3
> 20 kali setahun 4

dan mengurangi ketidakpastian dan minim-
nya informasi.

Variabel independen multijabatan
(cross-membership) DPS menurut Farag, Mal-
lin, & Ow-Yong (2018), Farook, Hassan, &
Lanis (2011), dan Mohammed & Muhammed
(2017) akan menghasilkan kinerja monitoring
yang lebih baik dan level pelaporan corporate
social reponsibility yang lebih tinggi karena
anggota SSB dengan cross-membership akan
punya kesempatan lebih banyak diskusi ten-
tang penerapan hukum Islam di perbankan.
Adapun pembatasan skoring atas karakter-
istik multijabatan merujuk pada Otoritas
Jasa Keuangan (2014) yang menjelaskan
bahwa maksimal multijabatan DPS dilaku-
kan pada 4 lembaga keuangan Syariah.

Kualifikasi keahlian pada bidang
keuangan Syariah adalah varibel indepen-

den ketiga yang menurut Alsartawi (2019)
dan Grassa & Matoussi (2014) merupakan
salah satu karakteristik DPS yang berpe-
ngaruh positif pada kinerja DPS dan lebih
lanjut berpengaruh pada pelaporan kiner-
ja sosial perusahaan. Berdasarkan disku-
si di atas dapat disimpulkan bahwa secara
umum karakteristik kualifikasi keahlian
pada keuangan memiliki pengaruh positif
pada performa DPS.

Variabel independen kualifikasi pen-
didikan doktoral menurut Farag, Mallin,
& Ow-Yong (2018) dan Farook, Hassan, &
Lanis (2011) adalah bahwa sarjana dengan
kualifikasi gelar doktor pada ilmu bisnis dan
ekonomi memberikan implikasi yang baik
bagi lembaga keuangan, khususnya yang
berhubungan pada pelaporan CSR. Kualifi-
kasi pendidikan DSP memberikan dampak



Dewindaru, Saleh, Muhammad, Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Kinerja Sosial Bank 472

signifikan kepada pengungkapan CSR kare-
na makin tinggi pendidikan anggota DPS,
makin tinggi kemampuan pengawasannya.

Pengawasan kepatuhan Syariah akan
menemui banyak permasalahan dan asime-
terik informasi yang dapat diminimalisasi
dengan adanya rapat secara periodik. Ada-
pun rujukan pertimbangan ranking varia-
bel frekuensi rapat adalah Otoritas Jasa
Keuangan (2014) yang menetapkan minimal
rapat DPS dilakukan sebanyak 6 (kali) da-
lam setahun. Pertimbangan lainnya adalah
Pedoman GCG (2004) yang menjelaskan
bahwa DPS sedikitnya melakukan rapat se-
banyak 1 kali setiap bulannya. Selain itu,
rapat sendiri dapat menjadi tolok ukur atas
kinerja suatu organ. Oleh karena itu, makin
tinggi frekuensi rapat yang dilaksanakan,
makin tinggi tingkat pengawasan dan kiner-
ja DPS.

Penelitian menggunakan data noneks-
perimen yaitu laporan keuangan tahunan
pada periode tahun 2012-2017 pada 11 BUS
Indonesia. Analisis data pada studi ini ya-
itu panel pooled data dengan model terpilih
random effect. Adapun model regresi terbaik
dipilih melalui estimasi model di antara 3
yaitu common effect, fixed effect, atau ran-
dom effect. Pemilihan model terbaik melalui
tes chow, hausman, dan lagrange multiplier.

Adapun kinerja sosial BUS merupakan
variabel terikat yang didasarkan pada rasio
keuangan yang berorientasi pada pengem-
bangan sektor sosial yaitu rasio bagi hasil,
rasio qardh, rasio zakat, rasio kontribusi
untuk mudharib, dan rasio pengembang-
an SDM. Kelima rasio keuangan sosial
memiliki komponen penilaian yang berbe-
da-beda. Pengukuran rasio bagi hasil di-
dasarkan pada alokasi pembiayaan yang
didistribusikan dalam skema akad mud-
harabah dan musyarakah dibagi jumlah
keseluruhan penyaluran pembiayaan. Se-
mentara itu, pengukuran untuk rasio gardh
didasarkan pada alokasi dana gardh yang
didistribusikan, didapatkan dengan per-
bandingan jumlah dana gardh disalurkan
dan total pembiayaan bank Syariah. Peng-
ukuran rasio zakat didapatkan dengan per-
bandingan jumlah zakat yang dikeluarkan
dengan jumlah laba sebelum pajak. Adapun
penilaian rasio kontribusi untuk mudharib
dihitung dari alokasi yang dikeluarkan bank
Syariah untuk karyawan dengan bentuk gaji
serta tunjangan yang diambil dari pendapat-
an bank Syariah. Di sisi lain pengukuran
untuk rasio pengembangan SDM didasarkan

pada alokasi yang dikeluarkan bank Syari-
ah dalam wupaya mengembangkan kapa-
bilitas karyawan (SDM) digunakan sebagai
salah satu rasio untuk mengukur kinerja
sosial melalui pengadaan pendidikan, pela-
tihan, atau alokasi beban penelitian bidang
ekonomi Syariah nasional. Selanjutnya,
dilakukan penilaian dengan menggunakan
metode skoring/ranking. Alasan penggu-
naan metode skoring adalah untuk dapat
menghasilkan penilaian yang proporsional
pada setiap rasio keuangan dikarenakan
standar penilaian yang berbeda antarrasio.
Sebagaimana pencapaian persentase 2,5%
pada rasio zakat cukup untuk mendapat
penilaian baik, sedangkan persentase 2,5%
pada rasio bagi hasil dinilai sangat kurang.
Adapun dasar penentuan ranking pada
tiap rasio keuangan ditetapkan dengan be-
berapa pertimbangan, yaitu bahwa secara
umum kelima penilaian rasio merujuk pada
kriteria ranking rasio keuangan sosial da-
lam penelitian Khan & Akhter (2017) dan
Neifar & Jarboui (2018) dengan beberapa
penyesuaian yang mempertimbangkan be-
berapa aspek lain. Selain itu, penulis juga
mempertimbangkan ketentuan Syariah dan
regulasi keuangan nasional yang terutama
mempengaruhi penentuan pada rasio zakat
korporasi. Pertimbangan terakhir adalah
pertimbangan kondisi keuangan Syariah na-
sional dimana keuangan Syariah nasional
ditemukan sangat mempengaruhi kemam-
puan BUS menyalurkan pembiayaan dan
keuntungan (profit) yang didapat oleh BUS,
sehingga berimbas pada perolehan persen-
tase rasio keuangan BUS. Aspek ini ditemu-
kan memberikan pengaruh langsung pada
kelima rasio keuangan sosial pada studi ini.
Analisis Pengukuran Efektivitas
Karakteristik DPS. Melalui perhitungan
kualitas kinerja DPS berdasarkan jumlah
anggota dewan dapat diketahui bahwa in-
dikator jumlah anggota pada perode 2012-
2017 adalah mendapat nilai rata-rata sebe-
sar 11,7 atau senilai 58,7% dari nilai bobot
20 (lihat Tabel 2). Hasil ini menjelaskan jika
secara umum jumlah anggota DPS pada
bank Syariah di Indonesia kurang baik, ya-
itu kondisi ideal jumlah anggota DPS bank
Syariah belum terpenuhi secara maksimal.
Perhitungan efektivitas kinerja DPS
berdasarkan indikator multijabatan menun-
jukkan nilai rata-rata indikator multija-
batan DPS BUS di Indonesia pada periode
2012-2017 adalah sebesar 15,7 atau 78,4%
dari nilai bobot 20 (lihat Tabel 2). Dipahami
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Tabel 2. Pemenuhan Kriteria Karakteristik DPS BUS Periode 2012-2017

Nama Bank Persentase Pemenuhan (%)
Jumlah Multi Keahlian Pendidikan Frekuensi
Anggota  Jabatan  Keuangan Doktoral Rapat

BMI 75 83,3 41,7 66,7 50

BNI Syariah 50 62,5 50 50 66,7
BSM 75 100 75 83,3 54,2
BRI Syariah 50 79,2 75 50 54,2
Bank Mega Syariah 70,8 66,7 41,7 50 50

Bank Panin Syariah 50 91,7 50 50 75

BCA Syariah 50 75 62,5 62,5 62,5
Bukopin Syariah 50 66,7 50 50 54,2
Maybank Syariah 50 70,8 29,2 45,8 45,8
BJB Syariah 75 75 75 50 62,5
Bank Victoria Syariah 50 91,7 25 75 79,2

berikutnya bahwa indikator multi jabatan
pada bank Syariah telah dipenuhi dengan
baik sebanyak 78,4%. Penelitian menemu-
kan bahwa kelemahan sebesar 21,6% pada
indikator multijabatan DPS bank Syariah
disebabkan oleh 2 hal, pertama minimnya
multijabatan pada anggota DPS bank Sya-
riah dan kedua adanya multijabatan yang
melebihi batas maksimal ketentuan peme-
rintah. Sebab kedua ditemukan lebih ba-
nyak dibanding sebab pertama. Perhitungan
efektivitas kinerja DPS menunjukkan bahwa
nilai rata-rata indikator keahlian keuangan
DPS bank Syariah di Indonesia pada periode
2012-2017 adalah sebesar 10,5 atau setara
52,3% dari nilai bobot 20. Ini menunjukkan
bahwa secara umum kompetensi keahlian
keuangan pada anggota DPS bank Syariah
di Indonesia ada pada kriteria kurang baik,
yaitu ditemukan beberapa struktur anggota
DPS bank Syariah yang minim kompetensi
keahlian keuangannya. Perhitungan efek-
tivitas kinerja DPS menunjukkan bahwa
nilai rata-rata indikator pendidikan doktoral
DPS bank Syariah di Indonesia pada periode
2012-2017 adalah sebesar 11,5 atau setara
57,6% dari nilai bobot 20 (lihat Tabel 2),
yang artinya DPS bank-bank Syariah yang
memiliki anggota dengan kualifikasi pendi-
dikan doktoral sebesar 57,6%, sisanya di-
isi oleh anggota DPS dengan latar belakang
pendidikan sarjana dan magister pada ber-
bagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa
secara keseluruhan indikator pendidikan
doktoral DPS bank Syariah ada pada kriteria
kurang baik. Hasil penelitian juga menun-

jukkan bahwa sebagian besar anggota DPS
didominasi oleh akademisi pendidikan dok-
toral berlatar belakang Syariah dan hu-
kum, sedangkan anggota DPS berkualifikasi
doktoral dengan latar belakang keuangan
ditemukan sangat sedikit.

Hasil perhitungan efektivitas kinerja
DPS menunjukkan bahwa nilai rata-rata in-
dikator frekuensi rapat DPS bank Syariah di
Indonesia pada periode 2012-2017 adalah
sebesar 11,9 atau setara 59,5% dari nilai
bobot 20 (lihat Tabel 2). Artinya frekuen-
si rapat yang dilaksanakan oleh DPS bank
Syariah adalah sebesar 59,5%, yang menun-
jukkan bahwa secara keseluruhan indikator
frekuensi rapat DPS bank Syariah ada pada
kriteria kurang baik. Hasil ini juga menun-
jukkan bahwa kebanyakan bank Syariah
melaksanakan rapat DPS dengan frekuensi
rapat minimum yang ditentukan pemerin-
tah.

Melalui perhitungan efektivitas kinerja
DS bank Syariah pada Tabel 3 dapat diketa-
hui bahwa dari 11 bank Syariah, 2 bank Sya-
riah mendapat penilaian kinerja DPS yang
baik, 8 bank Syariah mendapatkan penilaian
kinerja DPS kurang baik, dan 1 bank Syari-
ah mendapatkan penilaian kinerja DPS ti-
dak baik. Nilai kumulatif menunjukkan total
akumulasi skor yang diperoleh bank Syariah
dari kelima indikator penilaian, sedangkan
nilai mean menunjukkan rata-rata skor dari
S indikator penilaian. Disimpulkan dari hasil
penelitian bahwa secara umum tingkat efek-
tivitas kinerja DPS bank Syariah Indonesia
ada pada level kinerja DPS yang kurang baik
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Tabel 3. Hasil Perhitungan Kumulatif Efektivitas Karakteristik DPS BUS Periode 2012-2017

Nama Bank Kumulatif Mean Penilaian
Bank Muamalat Indonesia 380 63,33 Kurang Baik
Bank Negara Indonesia Syariah 335 55,83 Kurang Baik
Bank Syariah Mandiri 465 77,50 Baik
Bank Rakyat Indonesia Syariah 370 61,67 Kurang Baik
Bank Mega Syariah 335 55,83 Kurang Baik
Bank Panin Syariah 380 63,33 Kurang Baik
Bank Central Asia Syariah 375 62,50 Kurang Baik
Bank Bukopin Syariah 325 54,17 Kurang Baik
Maybank Syariah 290 48,33 Tidak Baik
Bank Jabar Banten Syariah 405 67,50 Baik
Bank Victoria Syariah 385 64,17 Kurang Baik

dan tidak baik (82%). Penilaian kumulatif
menunjukkan bahwa BSM memiliki kinerja
DPS yang tertinggi dibanding bank Syariah
lainnya dengan skor 77,5. Sementara itu,
Maybank Syariah dinilai memiliki kinerja
DPS yang terendah dengan skor 48,3. Hasil
penghitungan juga menunjukkan rendah-
nya pemenuhan 4 kriteria penilaian efektivi-
tas kinerja DPS yaitu kriteria jumlah anggo-
ta, pendidikan doktoral, keahlian keuangan,
dan frekuensi rapat. Rata-rata kinerja DPS
bank Syariah nasional pada keempat kri-
teria penilaian tersebut dinilai dengan pre-
dikat kurang baik dengan memenuhi kurang
dari 66%.

Rendahnya penilaian atas karakteristik
DPS bank Syariah Indonesia pada kriteria
penilaian yaitu kriteria jumlah anggota, pen-
didikan doktoral, keahlian keuangan, dan
frekuensi rapat menghasilkan kesimpul-
an bahwa secara umum DPS bank Syariah
nasional masih kurang baik karena jumlah
anggota yang belum mencukupi, minimnya
anggota dengan kualifikasi pendidikan dok-
toral, minimnya anggota dengan keahlian
pada bidang keuangan, dan minimnya alo-
kasi waktu kerja yang diberikan DPS dalam
pengawasan kepatuhan Syariah. Implikasi
dari kesimpulan ini adalah bahwa untuk
meningkatkan kinerja DPS yang efektif ti-
tik beratnya ada pada peningkatan jumlah
anggota DPS, peningkatan porsi anggota de-
ngan latar belakang pendidikan doktoral,
peningkatan porsi anggota dengan kualifi-
kasi keahlian keuangan, dan penambahan
alokasi waktu kerja dan frekuensi rapat.

Di sisi lain kriteria multijabatan dinilai
sudah bekerja baik dengan pemenuhan ki-

nerja DPS nasional sebesar 78,4% atau de-
ngan predikat baik. Penelitian pada kriteria
multijabatan sendiri menghasilkan temuan
yang menarik yaitu bahwa sebagian besar
anggota DPS yang aktif menjabat melaku-
kan multijabatan pada lebih dari 4 lembaga
keuangan. Kondisi tersebut menyalahi pera-
turan rangkap jabatan yang dikeluarkan oleh
OJK. Kondisi ini justru yang menjadi penye-
bab berkurangnya penilaian positif dari kri-
teria ini karena multijabatan yang melebihi 4
lembaga keuangan alih-alih mendapat skor
tertinggi justru mendapat skor terendah.
Implikasi dari temuan ini adalah bahwa DPS
untuk meningkatkan efektivitas kinerja pada
kriteria ini perlu memaksimalkan multija-
batan hingga 4 lembaga keuangan Syariah
tanpa melanggar ketentuan rangkap jabatan
yang dikeluarkan pemerintah.

Pengaruh karakteristik DPS pada ki-
nerja sosial. Pada bagian ini penulis akan
terlebih dahulu membahas hasil penelitian
pada kelima rasio keuangan sosial yang
menjadi variabel dependen pengujian ini.
Kelima rasio keuangan sosial yang diteliti
dianggap dapat memberikan gambaran ten-
tang bagaimana bank Syariah nasional da-
lam menjalankan fungsi sosialnya.

Bank Syariah nasional diketahui me-
nyalurkan pembiayaannya pada skema
pembiayaan profit sharing rata-rata seban-
yak 35%, di mana bank Panin Dubai Syari-
ah dan Victoria Syariah memiliki persentase
pembiayaan profit sharing terbanyak (lihat
Tabel 4). Untuk rasio gardh diketahui bahwa
rata-rata bank Syariah nasional menyalur-
kan pembiayaan dengan skema gardh hanya
sebesar 2,5% saja, dengan catatan bahwa
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Tabel 4. Statistik Deskriptif

Uraian Nilai KS JA M] KK PD FR
Mean 2,409.091 2,348.485 3,136.364 2,090.909 2,303.030 2,378.788
Maksimum 3,600.000 3,000.000 4,000.000 3,000.000 4,000.000 4,000.000
Minimum 1,000.000 2,000.000 1,000.000 1,000.000 1,000.000 1,000.000
Standar Deviasi 0,659540 0,480142 0,741856 0,779098 0,553859 0,779845

Bank Victoria Syariah dan Maybank Syari-
ah tidak sama sekali menyalurkan skema
pembiayaan ini. Pada rasio zakat korporasi,
hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 bank
sampel tidak menyalurkan zakat korpora-
si, sisanya membayarkan zakat korporasi
dengan persentase sebesar 1,5%-2,5% dari
keuntungan bank. Hal ini mungkin disebab-
kan oleh tidak ada peraturan di Indonesia
yang mewajibkan perusahaan membayar
zakat korporasi. Pada rasio kontribusi un-
tuk mudharib didapatkan hasil bahwa ra-
ta-rata bank Syariah nasional menyalurkan
kontribusi bagi kesejahteraan karyawannya
sebanyak 35%. Adapun pada rasio pengem-
bangan SDM studi ini menemukan jika ra-
ta-rata bank Syariah nasional menyalurkan
dana pengembangan SDM sebanyak 11%
dari keuntungannya, dengan catatan bahwa
terdapat bank sampel yaitu bank Bukopin
Syariah yang sama sekali tidak menyalur-
kan dana pengembangan SDM.

Pengujian dari sebanyak 66 peng-
amatan dengan 11 sampel selama 6 tahun
menunjukkan jika nilai terkecil dari kiner-
ja sosial sebesar 1,0, nilai tertinggi sebesar
3,6, dengan rata-rata sebesar 2,4, dan stan-
dar deviasi 0,65 (lihat Tabel 4). Nilai mini-
mum sebesar 1,0 ditunjukkan oleh Maybank
Syariah pada tahun 2012, sedangkan nilai
tertinggi sebesar 3,6 ditunjukkan oleh BMI
tahun 2016 dan BSM tahun 2014.

Variabel jumlah anggota menunjuk-
kan nilai minimum adalah 2,0 dan maksi-
mum adalah 3,0 dengan rata-rata sebesar
2,3 dengan nilai standar deviasi 0,48 (lihat
Tabel 4). Dari hasil ini disimpulkan jika se-
dikitnya jumlah anggota DPS adalah 2 orang
anggota (11 BUS), sedangkan paling banyak
adalah 3 orang (4 BUS). Uji pada karak-
teristik multijabatan menunjukkan bahwa
nilai minimum multi jabatan DPS 1,0 deng-
an maksimum sebesar 4,0, dan rata-rata
sebesar 3,13. Ini menunjukkan jika multi-
jabatan dilakukan oleh para anggota DPS

sudah baik yaitu 3,13 di mana kebanyakan
anggota DPS melakukan multijabatan pada
beberapa lembaga keuangan. Adapun varia-
bel keahlian keuangan menunjukkan hasil
uji bahwa DPS BUS minimum sebesar 1,0,
maksimum 3,0, dengan rata-rata DPS BUS
sebesar 2,09, dan standar deviasi sebesar
0,77. Nilai minimum 1,0 menunjukkan BUS
dengan anggota DPS tanpa latar belakang
pendidikan keuangan sama sekali, sedang-
kan nilai tertinggi 2,0 menunjukkan jika pa-
ling banyak terdapat 2 orang anggota dengan
latar belakang pendidikan keahlian keuang-
an pada DPS BUS. Pengujian pada karakter-
istik keualifikasi pendidikan doktoral mene-
mukan jika nilai minimum sebesar 1,0 yang
artinya terdapat BUS dengan semua anggota
DPS-nya tanpa latar belakang pendidikan
doktoral. Nilai maksimum 4,0 menunjukkan
jika terdapat BUS dengan 3 orang anggota
berlatar belakang pendidikan doktoral. Ada-
pun nilai rata-rata pendidikan doktoral sebe-
sar 2,3 dengan standar deviasi 0,55. Variabel
frekuensi rapat menunjukkan jika nilai mi-
nimumnya adalah sebesar 1,0 yang menun-
jukkan jika terdapat BUS yang melakukan
kurang dari 10 rapat setahun. Nilai maksi-
mum 4,0 menunjukkan jika terdapat BUS
yang melakukan rapat dengan frekuensi le-
bih dari 20 rapat setahun. Adapun nilai ra-
ta-rata frekuensi rapat dilakukan adalah 2,3
dengan standar deviasi 0,77.

Model regresi terbaik dipilih melalui es-
timasi model di antara 3 yakni common ef-
fect, fixed effect, atau random effect. Dilan-
jutkan dengan pemilihan dengan pengujian
chow dengan hasil cross-section chi-square
sebesar 0,0000 atau < 0,05 sehingga ter-
pilih model terbaik adalah fixed effect. Uji
hausman setelahnya menghasilkan nilai
cross-section random yang didapat yaitu
0,8504 atau > 0,05, karenanya dipilih ran-
dom effect dibandingkan model fixed effect.
Adapun hasil uji lagrange multiplier menun-
jukkan nilai probabilitas Breusch-Pagan
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Tabel 5. Hasil Pengujian Random Effect

Variabel Koefisien Std. Error t-Statistic  Probabilitas
Koefisien 0,245557 0,778370 0,315475 0,7535
Jumlah Anggota 0,379394 0,308698 1,229013 0,2239
Multi Jabatan -0,106281 0,074454 -1,427462 0,1586
Keahlian Keuangan 0,277713 0,128704 2,157760 0,0350
Pendidikan Doktoral 0,283841 0,174258 1,628852 0,1086
Frekuensi Rapat 0,156173 0,064178 2,433425 0,0180

yang didapat dari tes ini yakni 0,0000 atau <
0,05. Maka, random effect terpilih berdasar-
kan hasil yang ditunjukkan dari ketiga tes.
Berdasarkan hasil pengujian random
effect (lihat Tabel 5), penulis kemudian me-
rumuskan menghasilkan persamaan regresi
antar variabel. Adapun persamaan tersebut
dideskripsikan sebagai berikut :

0,245557 + 0,379394
it + -0,106281 it +
0,277713 it +0,283841

it+0,156173 it + E it

Kinerja Sosial it =

Hasil analisis koefisien determina-
si (R-squared) menunjukkan nilai koefisien
R-squared sebesar 0,236903. Dapat disim-
pulkan berikutnya bahwa 5 variabel inde-
penden yang dipilih yaitu jumlah anggota,
multijabatan, keahlian keuangan, pendi-
dikan doktoral, dan frekuensi rapat mem-
pengaruhi variabel kinerja sosial sebanyak
23%. Adapun sisanya 77% dipengaruhi
variabel-variabel lain. Hasil ini dianggap wa-
jar mengingat kelima indikator efektivitas
DPS merupakan variabel mediator yang ti-
dak memiliki pengaruh langsung seperti hal-
nya variabel pendapatan perusahaan.

Hasil uji F membuktikan bahwa ditemu-
kan dampak signifikan dari jumlah anggota,
multi jabatan, keahlian keuangan, pendi-
dikan doktoral, dan frekuensi rapat secara
simultan kepada kinerja sosial dengan nilai
F hitung sebesar 3,725400 dan probabili-
tas 0,005291. Dapat disimpulkan berikut-
nya bahwa kelima variabel independen yang
dipilih yaitu jumlah anggota, multi jabatan,
keahlian keuangan, pendidikan doktoral,
dan frekuensi rapat secara simultan mem-
pengaruhi variabel (y) kinerja sosial sebesar
3,725400.

Pengujian yang menganalisis pengaruh
variabel jumlah anggota DPS terhadap ki-
nerja sosial menunjukkan adanya pengaruh

jumlah anggota kepada kinerja sosial bank
Syariah Indonesia. Nilai koefisien regresi
yang didapat pada variabel jumlah anggo-
ta yaitu 0,379394 dengan tingkat kemung-
kinan yang tidak signifikan yaitu 0,2239
atau > 0,05. Pengaruh positif antara varia-
bel jumlah anggota DPS dengan kinerja so-
sial ini mengindikasikan bahwa semakin
banyak jumlah anggota, makin tinggi kiner-
ja sosial bank Syariah. Penemuan ini men-
dukung pendapat Akguc & Rahahleh (2018)
dan Alsartawi (2019) bahwa ukuran DPS
mempengaruhi efektivitas kinerja DPS dan
lebih lanjut juga berpengaruh pada pelapor-
an tanggung jawab sosial perusahaan, juga
sejalan dengan pendapat Al-Abbad, Hassan,
& Saba (2019) dan Rizaldy & Ahmed (2019)
yang menyatakan bahwa kinerja dewan di-
tingkatkan oleh jumlah anggota dewan yang
lebih besar. Bukair & Rahman (2015) me-
nyatakan bahwa peningkatan kinerja dan
minimalisasi adanya asymmetric information
dipengaruhi positif oleh ukuran dewan yang
masuk akal.

Di sisi lain pengaruh yang tidak sig-
nifikan mengindikasikan bahwa pengaruh
jumlah anggota tidak terbukti meningkat-
kan kinerja sosial secara signifikan, di mana
banyaknya jumlah anggota DPS tidak mem-
berikan jaminan kinerja sosial yang baik. Hal
ini mungkin dapat dijelaskan dengan mema-
hami bahwa kuantitas jumlah anggota DPS
tidak lebih memberikan pengaruh signifikan
daripada kualitas personal yang dimiliki
oleh anggota DPS. Sebagaimana dipaparkan
dalam hasil pengukuran efektivitas kinerja
DPS bahwa sebagian besar DPS yang beker-
ja pada perbankan nasional telah memenuhi
syarat minimal jumlah anggota DPS. Di sisi
lain penelitian juga menemukan masalah
dalam efektivitas kinerja DPS yaitu kurang-
nya personal anggota DPS yang memiliki
kompetensi tertentu yang akan menunjang
performa kerja yang efektif. Hasil peneli-
tian juga senada dengan temuan Mukhibad
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(2018) dan Shibani & Fuentes (2017) bahwa
pengaruh jumlah anggota DPS terhadap ki-
nerja bank Syariah menunjukkan pengaruh
positif dan tidak signifikan.

Pengujian tentang pengaruh variabel
multijabatan terhadap kinerja sosial bank
Syariah menunjukkan pengaruh negatif an-
tara variabel multijabatan DPS dengan ki-
nerja sosial bank Syariah Indonesia, di mana
nilai koefisien regresi variabel multijabatan
yang didapat yaitu -0,106281 dan tidak sig-
nifikan yaitu 0,1586 atau > 0,05. Temuan ini
mengindikasikan pengaruh negatif antara
variabel multijabatan DPS dengan kinerja
sosial bank Syariah, bahwa semakin banyak-
nya multijabatan yang dilakukan oleh ang-
gota DPS akan semakin menurunkan ting-
kat kinerja sosial bank Syariah. Penemuan
ini berbeda dengan temuan Farag, Mallin, &
Ow-Yong (2018) dan Farook, Hassan, & Lanis
(2011) bahwa keberadaan DPS yang anggo-
ta DPS-nya multijabatan (cross-membership)
memungkinkan monitoring yang lebih baik
dan level pelaporan corporate social reponsi-
bility yang lebih tinggi. Grassa & Matoussi
(2014) menyatakan bahwa pengalaman dan
multijabatan merupakan salah satu karak-
teristik DPS yang mungkin mempengaruhi
efektivitas kinerja DPS juga tidak dapat di-
buktikan pada penelitian ini.

Lebih lanjut, hasil pengujian ini sesuai
dengan hasil pengukuran efektivitas kiner-
ja DPS yang menunjukkan bahwa DPS yang
bekerja pada perbankan Syariah Indonesia
saat ini terlalu banyak menduduki jabatan
pada beberapa lembaga keuangan. Data yang
dikumpulkan di lapangan menemukan bah-
wa banyak dari para anggota DPS perbankan
nasional yang menjabat melebihi ketentu-
an maksimal 4 lembaga keuangan. Kondi-
si ini menyalahi peraturan OJK. Dengan
demikian, dapat dinyatakan bahwa hasil
pengukuran efektivitas karakteristik multi-
jabatan pada penelitian ini mendukung hasil
pengujian pengaruh kriteria multi jabatan
terhadap kinerja sosial. Terlalu banyak mul-
tijabatan yang dilakukan berpengaruh pada
semakin turunnya kinerja sosial bank Sya-
riah. Hasil pengujian ini juga didukung oleh
pendapat Khairiyani (2018), Li & Yan (2013),
dan Samanta (2019) yang menyimpulkan
bahwa multijabatan mengindikasikan tata
kelola perusahaan yang lemah. Multijabatan
yang terlalu banyak justru akan mengurangi
efektivitas kinerja dewan karena kinerja dan

penanganan permasalahan menjadi kurang
optimal.

Di sisi lain, pengaruh yang tidak sig-
nifikan antara variabel multijabatan DPS
dengan kinerja sosial bank Syariah mengin-
dikasikan bahwa multijabatan DPS tidak
secara signifikan menurunkan tingkat ki-
nerja sosial bank Syariah. Ini dimungkinkan
sepanjang multi jabatan dilakukan dengan
tidak berlebihan. Oleh karena itu, anggo-
ta DPS tetap mungkin mendapatkan efek
positif multijabatan tanpa melebihi batas
ketentuan OJK. Farag, Mallin, & Ow-Yong
(2018) dan Safiullah & Shamsuddin (2019)
menyatakan bahwa efek positif multijabatan
adalah transparansi informasi dan kemung-
kinan keterbandingan antara beberapa pe-
rusahaan. Anggota DPS dapat memban-
dingkan pengetahuan yang dikumpulkannya
dari berbagai lembaga keuangan. Hasil se-
nada dengan temuan Kusumah & Manurung
(2017) bahwa kinerja audit dipengaruhi se-
cara negatif dan tidak signifikan oleh multi
jabatan jabatan direktur komite audit.

Analisis pengaruh keahlian keuang-
an kepada kinerja sosial BUS menemukan
keterkaitan positif yang signifikan di antara
keduanya. Pengaruh positif antara variabel
keahlian keuangan DPS dengan kinerja sosial
pada penelitian ini mengindikasikan bahwa
semakin banyak anggota dengan kualifikasi
keahlian keuangan, semakin tinggi kinerja
sosial bank Syariah. Dipahami sebaliknya
bahwa semakin sedikitnya jumlah anggota
dengan keahlian di bidang keuangan akan
memberikan dampak penurunan kinerja
DPS. Penemuan ini mendukung ketetapan
AAOIFI (2012) telah mengatur bahwa salah
satu kriteria DPS adalah para ahli di bidang
ekonomi Islam dan keuangan Islam. Hasil
penelitian ini juga didukung oleh pendapat
Abdullah, Percy, & Stewart (2013) bahwa
karakteristik keahlian keuangan memberi-
kan dampak positif yang signifikan pada
pengungkapan laporan DPS. Pendapat Al-
sartawi (2019) dan Grassa & Matoussi
(2014) bahwa salah satu karakteristik DPS
yang berpengaruh positif pada kinerja DPS
dan berpengaruh pada pelaporan kinerja so-
sial adalah keahlian keuangan juga dapat di-
buktikan dalam pengujian ini.

Di sisi lain, pengaruh yang signifikan
mengindikasikan bahwa pengaruh keahlian
keuangan anggota DPS secara signifikan
meningkatkan kinerja sosial bank Syariah,
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di mana banyaknya jumlah anggota DPS
yang memiliki keahlian keuangan memberi-
kan jaminan kinerja sosial yang baik. Kondi-
si ini sangat mungkin disebabkan ranah
operasi DPS yang bekerja pada bidang in-
dustri perbankan dan keuangan, kompeten-
si dan kapabilitas pemahamannya terhadap
bidang keuangan menjadi bekal yang mem-
pengaruhi kinerja DPS itu sendiri.

Pengujian tentang pengaruh variabel
pendidikan doktoral terhadap kinerja so-
sial bank Syariah menunjukkan adanya pe-
ngaruh positif antara kualifikasi pendidikan
doktoral DPS dengan kinerja sosial. Pengaruh
positif antara variabel pendidikan doktoral
DPS dengan kinerja sosial mengindikasikan
bahwa semakin banyak anggota DPS yang
memiliki kualifikasi pendidikan doktoral,
semakin tinggi kinerja sosial bank Syariah.
Namun, di sisi lain hasil pengujian regresi
yang tidak signifikan mengindikasikan bah-
wa pengaruh kualifikasi pendidikan doktoral
DPS tidak secara signifikan meningkatkan
kinerja sosial bank Syariah, di mana banyak
anggota DPS dengan kualifikasi pendidikan
doktoral DPS tidak memberikan jaminan ki-
nerja sosial yang baik. Hasil pengujian ini
berlawanan dengan pernyataan Farag, Mal-
lin, & Ow-Yong (2018) dan Farook, Hassan, &
Lanis (2011) yang berpendapat bahwa sarja-
na dengan kualifikasi gelar doktor pada ilmu
bisnis dan ekonomi memberikan implikasi
yang baik bagi lembaga keuangan, khusus-
nya yang berhubungan pada pelaporan CSR
karena tingkat pendidikan dapat memberi-
kan dampak pada tingkat pengungkapan
CSR. Hasil pengujian justru menemukan
bahwa kualifikasi pendidikan doktoral tidak
memberikan dampak positif signifikan pada
kinerja sosial BUS.

Temuan Nomran, Haron, & Hassan
(2018) menunjukkan hasil berbeda dengan
didapatkannya pengaruh tidak signifikan
yang negatif di antara kualifikasi pendidikan
dan kinerja bank Syariah. Hal ini mungkin
dijelaskan oleh data hasil pengukuran efek-
tivitas karakteristik pendidikan doktoral
DPS yang menunjukkan bahwa anggota DPS
yang bekerja pada perbankan Syariah pada
periode tahun 2012-2017 sangat didominasi
oleh akademisi dengan kompetensi ilmu Sya-
riah, sedangkan akademisi bidang keilmuan
lain ditemukan sangat sedikit. Hasil peneli-
tian ini dapat mencerminkan adanya kebu-
tuhan untuk memiliki anggota DPS dengan
kualifikasi doktoral pada kompetensi lainnya
yaitu pendidikan doktoral pada bidang hu-

kum, akuntansi, dan keuangan. Sebagaima-
na paparan Farag, Mallin, & Ow-Yong (2018)
dan Farook, Hassan, & Lanis (2011) bahwa
anggota dengan pendidikan doktoral da-
lam bidang akuntansi dan keuangan akan
meningkatkan kinerja bank Syariah.

Pengujian yang menganalisis pengaruh
variabel frekuensi rapat terhadap kiner-
ja sosial bank Syariah menemukan ada-
nya dampak positif di antara frekuensi ra-
pat DPS dengan kinerja sosial. Pengaruh
positif antara variabel frekuensi rapat DPS
dengan kinerja sosial mengindikasikan bah-
wa semakin sering rapat kerja DPS dilaku-
kan, akan meningkatkan kinerja sosial, se-
dangkan semakin sedikit intensitas rapat
kerja DPS, semakin turun tingkat kinerja
sosial bank Syariah. Penelitian mengidenti-
fikasi rapat menjadi salah satu solusi dalam
menyelesaikan masalah-masalah keagenan
serta tolok ukur atas kinerja suatu organ,
sehingga makin tinggi frekuensi rapat yang
dilaksanakan, semakin tinggi tingkat peng-
awasan dan kinerja DPS, berikutnya akan
meningkatkan level kinerja sosial dan peng-
ungkapannya. Penemuan ini juga dapat
menguatkan ketetapan pemerintah melalui
Otoritas Jasa Keuangan (2014) bahwa mi-
nimal rapat DPS dilakukan sebanyak 6 (kali)
dalam setahun.

Di sisi lain, pengaruh yang signifikan
mengindikasikan bahwa pengaruh frekuensi
rapat DPS secara signifikan meningkatkan
kinerja sosial bank Syariah, di mana banyak-
nya rapat kerja DPS memberikan jaminan
kinerja sosial yang baik. Temuan ini sangat
menarik karena frekuensi rapat erat ber-
pengaruh dengan frekuensi kerja lembaga
itu sendiri. Rapat mengindikasikan adanya
koordinasi dan pengawasan kerja sehingga
tingginya frekuensi rapat mengindikasikan
tingginya koordinasi antaranggota DPS de-
ngan bank Syariah sekaligus tingginya peng-
awasan kepatuhan Syariah yang dilakukan.
Temuan ini senada dengan temuan Kusu-
mah & Manurung (2017) dan Zgarni, Hlioui,
& Zehri (2016) bahwa frekuensi pertemuan
komite audit memberikan dampak positif
dan signifikan kepada kualitas audit.

SIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan dan
analisis perhitungan statistik sebelum-

nya, maka temuan dan simpulan penelitian
adalah bahwa efektivitas karakteristik DPS
BUS nasional rata-rata masuk pada kategori
predikat Kurang Baik. DPS BSM mendapat
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penilaian tertinggi dengan predikat Baik de-
ngan didukung oleh pemenuhan yang sa-
ngat baik dan baik pada semua indikator pe-
nilaian kecuali indikator frekuensi rapat. Di
sisilain, DPS Maybank Syariah mendapat pe-
nilaian terendah dengan predikat Tidak Baik
dikarenakan kurangnya pemenuhan pada
semua indikator penilaian selain indikator
multijabatan. Di antara S indikator efektivi-
tas karakteristik DPS ditemukan bahwa in-
dikator kualifikasi keahlian keuangan DPS
dan indikator frekuensi rapat DPS memiliki
dampak positif yang signifikan terhadap ki-
nerja sosial bank Syariah. Keahlian keuang-
an ditemukan berpengaruh signifikan ter-
hadap kinerja sosial dimungkinkan karena
ranah operasi DPS yang bekerja pada bidang
industri perbankan dan keuangan, sehing-
ga kompetensi dan kapabilitas pemahaman
terhadap bidang keuangan menjadi bekal
yang mempengaruhi kinerja DPS itu sendi-
ri. Adapun frekuensi rapat ditemukan sig-
nifikan karena pengaruh erat antara jumlah
rapat dengan frekuensi kerja dari lembaga
itu sendiri, di mana rapat menjadi indikasi
koordinasi dan pengawasan kerja.

Bank Syariah nasional dalam proses
rekruitmen calon anggota DPS perlu lebih
memperhatikan kompetensi personal dan
kapabilitas waktu para calon anggota DPS
secara lebih selektif, sehingga performa DPS
bank Syariah Indonesia dapat meningkat.
Untuk meningkatkan kinerja sosial, bank
Syariah dalam rekruitmen calon anggota
DPS dapat lebih memprioritaskan pengua-
saan kompetensi keahlian keuangan dan
meningkatkan frekuensi rapat.

Walaupun penelitian ini telah mengam-
bangkan pendekatan evaluasi DPS, terdapat
beberapa evaluasi bagi penelitian selanjut-
nya, khususnya pada aspek pendekatan
evaluasi dan indikator pengukuran. Peneli-
tian selanjutnya pada aspek pengukuran ki-
nerja DPS diharapkan untuk dapat mengem-
bangkan penelitian menyeluruh pada 3 jenis
pendekatan evaluasi yaitu pendekatan input,
pendekatan proses, dan pendekatan output,
sehingga hasil penelitian diharapkan lebih
lengkap dan komprehensif. Penelitian se-
lanjutnya pada aspek pengukuran efekti-
vitas kinerja DPS diharapkan untuk dapat
menambahkan karakteristik lain yang dapat
menjadi indikator penilaian kinerja DPS
bank Syariah Indonesia, sehingga aspek
pengukuran dan penilaian akan lebih kom-

prehensif mencakup berbagai indikator. Pe-
nelitian selanjutnya pada aspek pengukuran
pengaruh efektivitas kinerja DPS diharapkan
dapat diujikan terhadap variabel dependen
lain di luar variabel kinerja sosial.
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